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ABSTRAK 

(A) Nama: Bunga Akmalunnisa 

(B) Judul: Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca 

Meninggalnya Istri 

(C) Halaman: viii + 64 + 4 + 2021 

(D) Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkwinan, Penetapan, Meninggal Dunia. 

(E) Isi Abstrak:  

Pembatalan perkawinan seringkali menjadi permasalahan yang sering terjadi di tengah-

tengah masyarakat namun beda halnya jika Pembatalan Perkawinan yang dilakukan saat 

pasca meninggalnya salah satu dari mempelai. Dalam tulisan ini terdapat permasalah 

yang akan dibahas yaitu bagaimana legalitas penetapan pengadilan agama terhadap 

pembatalan perkawinan pasca meninggalnya istri dan bagaimana akibat hukum dari 

legalitas penetapan pengadilan agama Terhadap pembatalan perkawinan pasca 

meninggalnya istri. Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis 

normative. Dalam hal legalitas penetapan terhadap pembatalan perkawinan pasca 

meninggalnya istri perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan serta dapat berakibat putusnya hubungan suami istri 

dan putusnya hak mewaris dikarenakan perkawinan dianggap tidak pernah ada. 

Demikian, Pasal 92 KUHPer memberikan peluang kepada hakim untuk mencari solusi 

bukan pembatalan dalam hal terjadi pelanggaran. Tuntutan pembatalan tidak dapat 

diterima jika suami istri itu telah hidup berumah tangga secara berturut-turut tiga bulan 

lamanya, sejak suami istri itu memperoleh kebebasannya dengan penuh dan semenjak 

kekhilafan “error in persona” itu diketahui. 

(F) Acuan: 36 (1982-2016) 

(G) Pembimbing:  

Mia Hadiati, S.H., M.H. 

(H) Penulis: 

Bunga Akmalunnisa 

 



DAFTAR SINGKATAN  

 

1. KHI = Kompilasi Hukum Islam  

2. UUP = Undang Undang Perkawinan  

3. KUHPer = Kitab Undang Undang Hukum Perdaa 

 


